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KDRT adalah masalah pribadi dalam keluarga sehingga tidak perlu 
untuk dibawa keluar dari rumah tangganya. 
b. Dalam keluraga yang mempunyai ekonomi tinggi, lebih memilih 
hukuman denda dari pada hukuman penjara, hal ini menunjukan 
bahwa dalam ekonomi menengah keatas cenderung lebih 
mengagap ringan masalah KDRT.  
. B. Saran 
1. Saran penulis terhadap Peranan Lembaga Sosial Rifka Annisa dalam 
memberikan perlindungan bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yaitu : 
a. Lembaga Sosial Rifka Annisa seharusnya membantu untuk 
memberikan ketrampilan agar para korban yang sudah tidak 
mendapat dukungan dari keluarganya mampu untuk memenuhi 
kebutuhanya sendiri. 
b. Lembaga Sosial Rifka harus mempunyai struktur organisasi yang 
baik guna mendukung dari kinerja para stafnya. 
2. Saran penulis untuk mengatasi Kendala yang dialami Lembaga Sosial 
Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi Istri Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : Melakukan sosialisasi terhadap 
masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga harusnya dihindari 
karena akan berdampak buruk bagi keluarga dan dapat dihukum bagi 
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